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ABSTRACT
The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the environmental cleanliness program by the Samarinda City Environmental Service and to describe and analyze the supporting and inhibiting factors for the implementation of the environmental cleanliness program by the Environmental Office of Samarinda City.
This type of research used by researchers is a qualitative descriptive research type. Informants include key informants, namely the Head of Garbage and Hazardous Waste Management, the Environmental Office of Samarinda City. The supporting informants selected in this study were staff of the Samarinda City Environmental Service and the people of Samarinda City totaling 5 people. The data analysis used in this study is a qualitative data analysis method. 

Based on the results of the analysis and discussion, it is known that the Samarinda City Environmental Service provides cleaning equipment and equipment for field officers, provides solid waste operational facilities, for street sweepers in the form of trash cans on the side of the road, providing maintenance of solid waste infrastructure, supervising the management of solid waste. Kota Samarinda, which has carried out law enforcement / justice operations activities, is spread across Kota Samarinda 4 times a year, no socialization of solid waste management policies has been carried out. To date, the procurement of organic waste chopping machines at the Environmental Office of Samarinda City has not yet been implemented. The infrastructure and supporting facilities for the TPA in Samarinda City are complete.
Keywords: Implementation, Environmental Cleanliness Program.
I. PENDAHULUAN

Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah yang selalu mencuat akhir-akhir ini dan menjadi beban serta permasalahan serius di hampir seluruh pemerintah kabupaten/kota masalah tersebut muncul di sebabkan karena sampah (khususnya sampah perkotaan) yang tidak tertangani dengan baik. Rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan lahan TPA serta keterbatasan kemampuan APBN/APBD dalam pembiayaan menjadi faktor pendukung yang mengakibatkan semakin kompleksnya masalah sampah tersebut.

Pengelolaan sampah memerlukan keterlibatan/peran serta masyarakat dalam segala aspeknya. Kenyataan yang tejadi di kota-kota Indonesia pengelolaan sampah hanya sekedar mengangkut dan membuang jauh dari lingkungan permasalahannya semakin parah karena di beberapa TPA tidak berjalan dengan baik yang terjadi hanyalah penimbunan secara konvensional. 

Kota Samarinda pada fakta empiric menunjukan jumlah penduduk serta aktifitas masyarakat yang terus meningkat akan meningkatkan konsumsi masyarakat pula dan hal ini akan mengakibatkan semakin bertambahnya volume sampah. Sedangkan manajemen pengelolaan sampah yang dilakukan saat ini tidak lebih dari sekedar memindahkan masalah. 

Aspek peraturan perundang-undangan sejauh ini penanganan sampah harus di tanggulangi semua pihak. Apabila di tangani secara serius sampah bukan lagi musuh tapi sahabat karena bisa di daur ulang, dan dapat menghasilkan peningkatan ekonomi. 

Dalam hal pengelolaan kebersihan lingkungan hidup khususnya sampah di Kota Samarinda bisa dilihat kinerja Dinas Lingkungan Hidup belum maksimal karena masih banyak masalah masalah sampah yang belum terlaksanakan dikarenakan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kinerja pegawai, kurangnya disiplin kerja sehingga pegawai tidak terlalu memperdulikan apa yang menjadi kewajiban mereka dalam penanganan sampah tersebut. Adapun masalah-masalah lain yang menjadi hambatan dalam pengelolaan sampah yaitu bisa di lihat dari bentuk kelembagaan yang tidak sesuai dengan besarnya kewenangan yang harus dikerjakan, sumber daya manusia sebagai salah satu unsur pengelolaan kurang memadai dari jumlah maupun kualifikasinya, keterbatasan dan kondisi sarana dan prasarana pengumpulan kontainer, pengangkutan pengelolaan di tempat pembuangan akhir yang tidak optimal serta terbatasnya lahan untuk tempat pembuangan dan penanganan akhir, tidak seimbangnya pembiayaan antara besarnya biaya operasional-pemeliharaan dengan besarnya biaya penerimaan retribusi sebagai konsekuensi logis pelayanan akibat mekanisme penarikan retribusi yang kurang memadai, pengaturan dan hukum tidak maksimalnya kebijakan pengaturan pengelolaan di daerah yang mampu memberikan motifasi kesadaran peran serta masyarakat untuk ikut secara utuh dalam pengelolaan baik menyangkut pembiayaan maupun tehnik operasional.
Berdasarkan paparan tersebut dipandang perlu dilakukan telaah terhadap research question berikut : Bagaimana implementasi program kebersihan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda? dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi program kebersihan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda?
II. KERANGKA TEORITIS

Kebijakan Publik

Easton dalam Winarno (2012:16) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat”. Laswell dan Kaplan dalam Winarno (2012:16) juga mengartikan “kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah”.
Lingkungan Hidup

Menurut Keraf (2012:18) “lingkungan hidup sebagian besar bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri”. Kehidupan manusia sangat tergantung kepada keadaan lingkungan hidup, daya lingkungan yaitu kemampuan alam dalam mendukung kehidupan manusia harus di jaga senantiasa dapat memberikan dukungan maksimum kepada kehidupan manusia.

III.METODE 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, pemilihan narasumber dilakukan melalui teknik purposive sampling. Adapun subyek penelitian dalam penelitan ini adalah informan kunci (key informan) yaitu  Bapak Drs. H. Iswanto, M.Si selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Informan pendukung yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan masyarakat Kota Samarinda berjumlah 5 orang meliputi: Risman selaku Pengawas Penyapuan Jalan, La Riamu selaku Pengawas Sampah, La Hadi selaku Supir Mobil Sampah, Astuti selaku masyarakat dan Yani selaku masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi Library Research dan Field Work Research yaitu observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) yang mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu Kondensasi Data (Data Condensation), Penyajian Data (Data Display) dan Penyimpulan / Verifikasi (Drawing and Verifying Conclusions).
IV.HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Kebersihan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
Implementasi program kebersihan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda berdasarkan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda 2016-2021 dijelaskan sebagai berikut:
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan bagi petugas lapangan 
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan bagi petugas lapangan penting untuk menunjang petugas dalam membersihkan sampah. Peralatan seperti sekop, troli angkut dan lain-lain. Sedangkan Perlengkapan merupakan alat pelindung kerja seperti masker, masker, sepatu, topi, baju rompi, dan sejumlah alat lainnya.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menyediakan peralatan dan perlengkapan kebersihan bagi petugas lapangan dengan anggaran tahun 2018 menargetkan sebanyak Rp 800.000.000 namun yang terealisasi Rp 700.000.000. 

Peralatan yang diperlukan petugas lapangan seperti sapu, sekop, pengait sampah, keranjang dan troly pengangkut sampah. APD yang digunakan petugas lapangan lengkap mulai dari pakaian pelindung, masker, sarung tangan dan sepatu boot. Namun kondisi dilapangan terdapat untuk penyapu jalanan sudah mematuhi persyaratan yaitu menggunakan peralatan dan APD lengkap. Sedangkan petugas pengambil sampah sebagian besar untuk mengambil sampah menggunakan pakai pengait sampah dan juga keranjang, sedangkan APD hanya menggunakan sepatu boot, sarung tangan dan masker. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan bagi petugas lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dibawah naungan DKP Bidang kebersihan dan DLH (Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kota Samarinda, yang mana pengadaannya setahun sekali dengan 14 jenis peralatan dan perlengkapan di tahun 2018.
Pengadaan sarana operasional persampahan
Sarana operasional persampahan meliputi mobil angkut sampah dan bak sampah layak pakai ditempat yang sudah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menyediakan sarana operasional persampahan dengan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 2.635.000.000. Pengadaan sarana operasional persampahan untuk penyapu jalanan berupa tong-tong sampah yang ada dipinggir jalan, namun sayang sekali kurangnya kesadaran masyarakat mengakibatkan tong tersebut sering dirusak dan jarang ada yang membuang sampah langsung ke tong tersebut. Sedangkan bak sampah tersedia, namun masyarakat buang sampahnya diluar bak sampah itu sendiri. Diakibatkan petugas pengambil sampah terlambat mengambilnya, sehingga bak sampah penuh. Padahal Pengawas Sampah selalu memantau sarana operasional persampahan seperti bak sampah apakah masih layak atau tidak, dan juga meninjau di daerah di Kota Samarinda yang tidak terdapat bak sampah. Untuk pengadaan sarana operasional persampahan tahun 2018 dibawah tanggungjawab DLH (Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3) Kota Samarinda yang pengadaannya 1 tahun sekali. Untuk tahun 2018 pengadaan sarana operasional persampahan sebanyak 32 unit.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagai motor penggerak dalam pelayanan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berusaha mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Pemeliharaan sarana prasarana persampahan

Pemeliharaan sarana prasarana persampahan ditujukan agar tempat sampah tidak rusak yang menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menyediakan pemeliharaan sarana prasarana persampahan dengan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 327.165.000 per bulan. Pemeliharaan meliputi memperbaiki tong yang rusak, pengecetan bak sampah, bak sampah yang rusak diganti atau dibuat tempat khusus sampah yang ditembok serta untuk mobil pengangkut sampah juga di servis setiap bulannya meliputi ganti oli dan suku cadang kalau ada yang rusak. Untuk pemeliharaan sarana prasarana persampahan tahun 2018 dibawah tanggungjawab DKP Kota Samarinda, yang mana pengadaannya di tahun 2018 tidak ada sebab di tahun 2017 sudah terlaksana sebanyak 27 jenis sarana prasarana persampahan.
Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda mengatakan pemeliharaan sarana prasarana persampahan cukup baik  walau pun masih banyak kekurangan didalamnya. Tak hanya itu kekurangan dalam sarana dan prasarana pengolahan persampahan juga menjadi salah satu masalah sehingga banyak keluhan masyarkat yang belum bisa dipenuhi. 

Pengawasan pengelolaan persampahan se Kota Samarinda
Pengawasan pengelolaan persampahan se Kota Samarinda agar terjaminnya kebersihan di Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda melakukan pengawasan pengelolaan persampahan se Kota Samarinda yang sudah terlaksana kegiatan penegakan hukum/operasi yustisi tersebar di wilayah Kota Samarinda dengan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 200.000.000 sebanyak 4 kali dalam setahun. Untuk pengawasan pengelolaan persampahan se Kota Samarinda dibawah tanggungjawab DKP Kota Samarinda (Bidang kebersihan) dan DLH Kota Samarinda (Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3). Dilakukan tiap tahun sebanyak 4 kali di tahun 2018.

Dalam hal pengelolaan sampah bisa dilihat kinerja Dinas Lingkungan Hidup belum maksimal karena masih banyak masalah masalah sampah yang belum terlaksanakan dikarenakan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kinerja pegawai, kurangnya disiplin kerja sehingga pegawai tidak terlalu memperdulikan apa yang menjadi kewajiban mereka dalam penanganan sampah tersebut. 
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan untuk menginformasikan apa saja kebijakan yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam mengatasi permasalahan pengelolaan persampahan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda  sudah lama tidak dilakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan, terakhir tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp 295.824.000. Dimana akhir-akhir ini petugas pengawas hanya membahas kebijakan pengelolaan persampahan melalui rapat dikantor mengenai permsalahan yang perlu diperbaiki. Untuk sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan dibawah tanggungjawab DKP Kota Samarinda, yang mana pelaksanaannya tidak setiap tahun yaitu sudah dilakukan tahun 2016 sekitar 2 tahun yang lalu.
Dari aspek peraturan perundang-undangan sejauh ini penanganan sampah harus di tanggulangi semua pihak. Apabila di tangani secara serius sampah bukan lagi musuh tapi sahabat karena bisa di daur ulang, dan dapat menghasilkan peningkatan ekonomi. 
Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Organik
Mesin pencacah sampah organik merupakan salah satu mesin pengolah sampah yang berfungsi untuk mencacah berbagai jenis sampah organik. Sampah organik yang dapat dicacah antara lain : rumput, limbah sayur, limbah buah,daun, ranting kecil dan bahan organik lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengadaan mesin pencacah sampah organik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sampai saat ini belum terlaksana. Untuk pengadaan mesin pencacah sampah organik sampai dibawah tanggungjawab DLH Kota Samarinda (Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3), yang mana pengadaannya tidak dilakukan setiap tahun.
Menurut undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kemudian menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013, penanganan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
Prasarana dan sarana Penunjang TPA di Kota Samarinda 
TPA adalah tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk tertua perlakuan sampah. Tujuan dari kebutuhan prasarana dan sarana TPA ialah untuk mengetahui berapa besar volume leachate dan gas, site plan kebutuhan prasarana dan sarana serta penentuan lokasi tanah urug untuk menimbun landfill di TPA. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prasarana dan sarana Penunjang TPA di Kota Samarinda sudah lengkap meliputi Bulldozer, Trackdozer, Scrapper, jalan masuk, jalan operasi, kantor/pos jaga, drainase, pagar, pintu gerbang, papan nama, pengolahan leachate dan garasi alat berat. Prasarana dan sarana Penunjang TPA di Kota Samarinda dibawah tanggungjawab DKP Kota Samarinda, yang dilakukan 1 kali dalam setahun.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kebersihan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor pendukung implementasi program kebersihan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah meningkatnya pengetahuan dan kesadaran para stakeholders dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, sarana dan prasarana pendukung pengelolaan persampahan dan adanya regulasi tentang pengelolaan persampahan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penghambat implementasi program kebersihan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah belum adanya keterpaduan pengelolaan persampahan lintas sektoral, masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pengelolaan/pengolahan persampahan untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan dan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan persampahan. 
V.PENUTUP
Kesimpulan

1. Implementasi program kebersihan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
a. Program pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan bagi petugas lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sudah baik seperti sapu, sekop, pengait sampah, keranjang dan troly pengangkut sampah. APD yang digunakan petugas lapangan lengkap mulai dari pakaian pelindung, masker, sarung tangan dan sepatu boot.

b. Program pengadaan sarana operasional persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sudah baik, berupa tong-tong sampah yang ada dipinggir jalan dan bak sampah. 

c. Program pemeliharaan sarana prasarana persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sudah baik meliputi memperbaiki tong yang rusak, pengecetan bak sampah, bak sampah yang rusak diganti atau dibuat tempat khusus sampah yang ditembok serta untuk mobil pengangkut sampah juga di servis setiap bulannya meliputi ganti oli dan suku cadang kalau ada yang rusak.

d. Program pengawasan pengelolaan persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sudah baik yaitu terlaksana kegiatan penegakan hukum/operasi yustisi tersebar di wilayah Kota Samarinda sebanyak 4 kali dalam setahun.
e. Program sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda masih kurang baik, dikarenakan sudah lama tidak dilakukan. 
f. Program pengadaan mesin pencacah sampah organik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda masih kurang baik dikarenakan sampai saat ini belum terlaksana.

g. Program prasarana dan sarana Penunjang TPA di Kota Samarinda oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sudah baik dikarenakan lengkap meliputi Bulldozer, Trackdozer, Scrapper, jalan masuk, jalan operasi, kantor/pos jaga, drainase, pagar, pintu gerbang, papan nama, pengolahan leachate dan garasi alat berat.

2. Faktor pendukung implementasi program kebersihan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah meningkatnya pengetahuan dan kesadaran para stakeholders dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, sarana dan prasarana pendukung pengelolaan persampahan dan adanya regulasi tentang pengelolaan persampahan. Faktor penghambat implementasi program kebersihan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah belum adanya keterpaduan pengelolaan persampahan lintas sektoral, masih terbatasnya infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pengelolaan/pengolahan persampahan untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan dan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan persampahan.
Saran

1. Perlu dilakukan keterpaduan pengelolaan persampahan lintas sektoral dengan tetap fokus pada tujuan dan tetap konsisten dalam usaha untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. 

2. Penambahan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pengelolaan/pengolahan persampahan untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan harus segera dilakukan mengingat produksi sampah pun terus bertambah. 

3. Pengadaan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak sampah dan pengelolaan persampahan secara rutin seperti membagikan leaflet agar meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat.
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